
 
BUPATI SINJAI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SINJAI 

NOMOR   9  TAHUN 2016 

  

TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SINJAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINJAI, 

 
Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka mendekatkan 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya 

di bidang perizinan dengan melalui suatu pelayanan terpadu 

satu pintu serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya sistem 
pemberian layanan perizinan yang cepat, mudah, murah, 

transparan, pasti, dan terjangkau; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, hak, 

kewajiban, tanggungjawab perizinan dan non perizinan             
di bidang penanaman modal dengan melihat dinamika 

perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu 

menyesuaikan dan mencabut Peraturan Bupati Nomor 36 

Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan 

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan 
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai; 

Mengingat 

 

: 1. Staatsblaat Tahun 1926 Nomor 226 tentang Undang-Undang 

Gangguan (Hinder Ordinantie) yang telah diubah dan 

disempurnakan dengan Staatsblaat Tahun 1940 Nomor 450; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP 

Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3214); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);                    

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 
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15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

21. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3637); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3696); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Rebulik Indonesia Nomor 4532); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Rebulik Indonesia Nomor 4578); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4861); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5044); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5157); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen 

Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5221); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 



 

-5- 
 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5285); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 

42. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern; 

43. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93); 

44. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B-VII/1972 tentang 

Pedagang Eceran Obat; 

46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik Jo. Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik; 

47. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan 

Andon; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

49. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan 

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 

50. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-

DAG/PER/8/2012; 

51. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing; 

52. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 
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53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang  

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu di Daerah; 

54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/ 

148/I/2010 tentang  Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat; 

55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/ 
Per/IV/2010 tentang  Persyaratan Kualitas Air Minum; 

56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/ 

Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501); 

57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 
tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga 

Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 322); 

58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/ 
2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

59. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1465); 

60. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 584); 

61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

62. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-

DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

63. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 25 
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1934); 

64. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619); 

65. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782); 

66. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia 

Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1279); 
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67. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-

KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin 
Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);   

68. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647); 

69. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan 

Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); 

70. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin 
Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan 

Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah 

Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2005 Nomor 2); 

71. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2009 Nomor 2);   

72. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran 

Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 2010 Nomor 2); 

73. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah 

Kabupaten  Sinjai Tahun 2010 Nomor 19); 

74. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan 

(Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 2012 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9); 

75. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame 
(Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 2012 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10); 

76. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai 

Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 13); 

77. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2012 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 26); 

78. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin 

Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 72); 

 

 



 

-8- 
 

79. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin 

Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 28); 

80. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin 

Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 

2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 29); 

81. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34); 

82. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 2012 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 35); 

83. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha 

Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 
2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 37); 

84. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 45); 

85. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Kabupaten Sinjai 

(Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai Tahun 2013 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 48); 

86. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis 

Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten  Sinjai 

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 69); 

87. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten  

Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Nomor 74); 

88. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2013 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan 

Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 36); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan 

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 

PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SINJAI                             
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                          BAB I 

               KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sinjai. 

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diberikan kewenangan Pemerintah 

Daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. 

5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 

perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola 
semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem 

pelayanan terpadu satu pintu. 

6. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola 

perizinan dan non perizinan. 

7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan 

usaha atau kegiatan tertentu. 

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia.  

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang 

mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional. 

11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan 

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan bidang 
usaha di daerah yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 

sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dengan 

sistem dalam satu pintu dan dilaksanakan di satu tempat. 

13. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan perizinan dan non perizinan yang 

merupakan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan. 

14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
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17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 

yang terutang. 

 
BAB II 

PELIMPAHAN KEWENANGAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilimpahkan kewenangan proses administrasi 

pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. 

(2) Pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan non 

perizinan di bidang penanaman modal serta pelimpahan wewenang pemberian 

perizinan dan non perizinan dari satuan kerja perangkat daerah teknis terkait. 

(3) Pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi pembuatan SKRD/SKPD, penarikan retribusi dan pajak, penerbitan 

izin, legalisasi izin, duplikat izin, pembatalan izin dan pencabutan izin. 

 

Pasal 3 

 

Pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang 

penanaman modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah : 

a. Perizinan di bidang penanaman modal terdiri dari :  

1. Izin Prinsip Penanaman modal; 

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 

5. Izin Usaha Penanaman Modal; 

6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 

7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; dan 

8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal. 

b. Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 

2. Insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah; 

3. Layanan Informasi Penanaman Modal; dan 

4. Layanan pengaduan masyarakat di Bidang Penanaman Modal;  

 
Pasal 4 

 

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non 

Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait kepada Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam 



 

-11- 
 

Pasal 2 ayat (2)  terdiri dari : 

a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

d. Tanda Daftar Industri (TDI) 

e. Tanda Daftar Gudang (TDG) 

f. Izin Gangguan (HO) 

g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 

h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 

i. Izin Trayek / Kartu Pengawasan 

j. Izin Reklame 

k. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 

l. Izin Prinsip; 

m. Izin Lokasi 

n. Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUPi ) 

o. Izin DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang) 

p. Izin Toko Obat 

q. Izin Apotik 

r. Izin Praktik Klinik 

s. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 

t. Izin Lingkungan 

u. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon 

v. Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) 

w. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan 

x. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri 

y. Izin Usaha Pelatihan Kerja 

z. Izin Penelitian 

aa. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter 

bb. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 

cc. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 

dd. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 

ee. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) 

ff. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) 

gg. Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker 

hh. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)  

ii. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) 
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jj. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

kk. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

   

BAB III 

PENANDATANGANAN 
 

Pasal 5 
 

a. Penandatanganan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan dengan kewenangan penandatanganan atas nama 

Bupati. 

b. Sebelum menandatangani izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berkoordinasi dengan 

Perangkat Daerah Teknis terkait. 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN 
 

Pasal 6 
 

(1) Pengelolaan dokumen persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan mulai 

dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu 

satu pintu. 

(2) Pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan secara paralel. 

(3) Perizinan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan 

perizinan yang diberikan kepada pemohon yang dilakukan sekaligus mencakup 

lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu. 

(4) Izin yang telah diterbitkan dan tidak diambil oleh pemohon dalam jangka waktu 

maksimal 6 (enam) bulan maka izin dinyatakan batal. 

(5) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), pemohon dapat mengajukan 

permohonan baru sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. 

(6) Pemohon tidak dapat diwakili dalam pengurusan dan pengambilan izin kecuali 

dapat memperlihatkan surat kuasa yang bermaterai. 

(7) Perubahan data pada izin yang telah diterbitkan dibatasi maksimal 2 (dua) kali 

perubahan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterima oleh 

pemohon. 

 
 
 

 
 
 



 

-13- 
 

Pasal 7 
 

(1) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh tim teknis di bawah 

koordinasi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. 

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing 

perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan menandatangani rekomendasi mengenai diterima atau 

ditolaknya suatu permohonan perizinan. 

 

Pasal 8 

   

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan melaksanakan tugas 

pemrosesan dan penerbitan izin, sedangkan tugas pembinaan dan pengawasan 

terhadap perizinan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Teknis terkait. 

 

BAB V  

KEWAJIBAN 

 
Pasal 9 

 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berkewajiban untuk : 

a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan 

penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi 

proses perizinan; 

c. menandatangani SKRD/SKPD terhadap perizinan yang berbayar; 

d. menandatangani perizinan yang telah dilimpahkan; 

e. menandatangani pengesahan izin;   

f. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat; dan 

g. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati secara berkala/periodik  

dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 
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Pasal 10 

 

Apabila kewajiban Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 huruf c dan huruf e tidak dapat 

dilaksanakan, maka dapat dilakukan oleh pejabat secara berjenjang. 

   

Pasal 11 

 

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan wajib mengacu pada  ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 12 

 

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam memberikan izin 

yang bersifat prinsipil, tetap berkonsultasi dengan Bupati. 

 

Pasal 13 
 

Bentuk dan format blangko/formulir izin berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur 

disesuaikan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. 

 
BAB VI 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 14 

 

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan perizinan dan 

non perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sinjai.   

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 15 

 

(1) Pada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga telah dilimpahkan 

kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan 

pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sejumlah 25 (dua puluh 

lima) jenis layanan izin pelaksanaan di daerah, 7 (tujuh) jenis layanan perizinan 

penanaman modal, dan 4 (empat) jenis layanan non perizinan penanaman modal. 
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(2) Pelimpahan tahap keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 

dilimpahkan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non 

perizinan yang masih dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis pada 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebanyak 17 (tujuh belas) 

jenis layanan izin pelaksanaan di daerah, 8 (delapan) jenis layanan perizinan 

penanaman modal, dan 4 (empat) jenis layanan non perizinan penanaman modal. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 16 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 

2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan 

dan Non Perizinan pada Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 36) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 17 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai. 
 

    Ditetapkan di Sinjai 

    pada tanggal  10 Februari 2016                

 
BUPATI SINJAI, 

  
         ttd. 
 

                             H. SABIRIN YAHYA 
   

Diundangkan di Sinjai 

pada tanggal  10 Februari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 

 ttd. 

 

H. TAIYEB A. MAPPASERE 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR  9 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Bagian Hukum dan HAM 

 

 

 
 

LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si 

Pangkat: Pembina 

 


